
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR%TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1

TAHUN 2006 TENTANG PENGGANTIANBIAYARETRIBUSI PELAYANANAKTA

KELAHIRANDAN KTP BAGI PENDUDUK WARGANEGARA INDONESIA

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi

kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan

administrasi kependudukan yang professional, memenuhi

standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak

diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal

meriuju pelayanan pnma yang menyeluruh untuk

mengatasi permasalahan Kependudukan;

b. bahwa hasil Tim Kajian Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tanjung Jabung Timur terhadap Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Penggantian Biaya Retribusi Pelayanan Akta Kelahiran dan

KTP Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten

Tanjung Jabung Timur bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 79A yang berbunyi

pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak

dipungut biaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pencabutan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun

2006 tentang Penggantian Biaya Retribusi Pelayanan Akta

Kelahiran dan KTP Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diu bah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



Menetapkan

"

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah

diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

37 Tahun 2007 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANGPENCABUTANPERATURAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG PENGGANTIAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN

AKTA KELAHIRAN DAN KTP BAGI PENDUDUK WARGA

NEGARA INDONESIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun

2006 tentang Penggantian Biaya Retribusi Pelayanan Akta

Kelahiran dan KTP Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.



Pasal2

Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di ara Sabak

November 2016

JABUNG TIMUR,

H. RaMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1-
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT TANJUNG JABUNG TIMUR,

KABUPATEN NJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016

-------


